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Menimbang:

Mengingat

a.

1.

PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan
teknis yang masih sering terjadi di dalam pengelolaan APBD
Provinsi Jambi, perlu perbaikan komprehensif terhadap
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jambi;

bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.Undang........



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23

11.

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503)

Sebagaimana........



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82);

19.Peraturan........



Menetapkan :

19.

20.

21

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4970);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun
2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

26.

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Potitik;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2029 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasall.....



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jambi Nomor 57 Tahun 2011) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem
Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi
Nomor 02 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan dalam Pasal 123 pada ayat (2) Lampiran VIII pada dokumen
kelengkapan untuk SPM-GU pada kalimat lampiran lain yang diperlukan
diubah dengan kalimat surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-
GU; menambah kalimat untuk SPM-GU NIHIL; untuk SPM-TU pada
kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat salinan SPD;
menambah kalimat untuk SPM-TU NIHIL; untuk SPM-LS kalimat salinan
referensi Bank ditambah kalimat Rekening Koran, kalimat lampiran lain
yang diperlukan diubah dengan kalimat surat pernyataan tanggungjawab
penggunaan dana LS; untuk SPM-LS Gaji/tunjangan/honorarium pada
kalimat Lampiran Lain yang diperlukan dihapus sehingga Pasal 123 dan
lampiran VIII berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

(1) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang
membebani tahun anggaran berkenaan.

(2) Sistem dan prosedur penerbitan SPM tercantum dalam
lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan dalam Pasal 125 pada ayat (4) huruf b kalimat jenis belanja
barang dan jasa sampai dengan jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta
rupiah) per rekanan diubah dengan kalimat jenis belanja barang dan jasa
serta belanja modal sampai dengan jumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) per rekanan, menambah huruf c, sehingga Pasal 125 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 125

(1) Penggunaan UP bersifat revolving yang berarti bahwa jumlah
UP yang telah digunakan dapat dimintakan
penggantian/pengisian kembali kepada BUD selama tahun
berjalan hingga pada tanggal tertentu dimana pengguna
anggaran sudah tidak diijinkan lagi menerbitkan SPM-GU.

(2) Penggantian/pengisian kembali Uang Persediaan (UP)
dapat dilakukan apabila UP telah terpakai sekurang
kurangnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah UP yang diterima.

(3) Dalam ....



(3) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) belum
mencapai 75 %, sedangkan SKPD yang bersangkutan
membutuhkan pendanaan yang melebihi sisa UP yang tersedia,
SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan tambah uang
persediaan (TU).

(4) UP/TU hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja
langsung berupa:

a. jenis belanja pegawai;

b. jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal sampai
dengan jumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per
rekanan;

c. untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b)
diatas harus melampirkan kwitansi, faktur, faktur pajak,
SSP, berita acara serah terima barang kepada penyimpan
barang, dan berita acara pemeriksa teknis untuk belanja
modal yang mensyaratkan spesifikasi teknis tertentu.

(5) Belanja yang tidak dapat dibayar dengan UP/TU
sebagaimana dinyatakan pada ayat (4) menggunakan
pembayaran langsung melalui pengajuan SPP-LS/ SPM-LS.

(6) Penggunaan TU tidak bersifat revolving yang berarti bahwa
jumlah TU yang telah digunakan untuk membayar belanja
kegiatan tertentu tidak dapat dimintakan penggantiannya
kembali, dan harus dipertanggungjawabkan sebulan sejak
diterimanya SP2D-TU, serta sisa TU yang ada pada
bendahara harus segera disetor ke rekening kas umum
daerah.

(7) Pengajuan TU dapat dilakukan per kegiatan.
Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas penggunaan
UP/TU yang dikelolanya.

Ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) huruf e kalimat lampiran lain yang
diperlukan diubah dengan kalimat surat keterangan penjelasan keperluan
pengisian-GU; ayat (3) huruf d kalimat lampiran lain yang diperlukan
diubah dengan kalimat surat pernyataan kelengkapan dokumen; ayat (4)
huruf g kalimat lampiran lain yang diperlukan diubah dengan kalimat
surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana LS, huruf h menambah
kalimat salinan referensi bank/rekening koran; dan ayat (5) huruf e
kalimat dokumen lain yang diperlukan dihapus, sehingga Pasal 129
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

(1) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk menerbitkan SP2D-UP
mencakup:
a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-UP;
b. salinan SPD;
c. salinan SK Gubernur tentang jumlah UP per SKPD.

(2) Kelengkapan dokumen SPM GU untuk menerbitkan SP2D-GU
mencakup:

surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-GU;

surat pernyataan kelengkapan dokumen-GU;

surat pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) UP;

salinan SPD;

surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-GU.

° Q0o

(3) Kelengkapan.......



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk menerbitkan SP2D-TU
mencakup:

a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-TU
dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
c. salinan SPD;
d. surat pernyataan kelengkapan dokumen TU.

Kelengkapan dokumen SPM LS barang dan jasa untuk
penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang
ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;

c. ringkasan kontrak;

d. salinan NPWP;

salinan SPD;
SSP potongan pajak;

surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-LS;

5@ oo

salinan referensi bank/rekening koran.

Kelengkapan dokumen SPM LS gaji dan tunjangan untuk
penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna
anggaran,

b. surat pernyataan kelengkapan dokumen;
c. salinan SK;
d. SSP potongan pph 21.

Dalam hal SPM memenuhi syarat verifikasi/lolos pengujian,
kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak tanggal diterimanya SPM.

Dalam hal SPM tidak memenuhi syarat verifikasi/lolos
pengujian, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dengan
menerbitkan surat penolakan SPM paling lama 1 (satu) hari
kerja sejak tanggal diterimanya SPM.

Dalam hal penggunaan UP dan TU oleh bendahara pengeluaran
tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau pernyataan yang
tertuang di dalam surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2)
huruf a, pengguna anggaran dan/atau bendahara pengeluaran
bertanggungjawab atas penggunaan UP dan TU yang
berkenaan.

(9) Dalam .....



(9) Dalam hal penggunaan alokasi UP dan TU oleh bendahara
pengeluaran pembantu tidak sesuai dengan ketentuan
dan/atau pernyataan yang tertuang di dalam surat
pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, kuasa
pengguna anggaran dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu bertanggungjawab atas penggunaan alokasi UP dan
TU yang berkenaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 April 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 April 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd
H. SYAHRASADDIN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 34



LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 34 Tahun 2013
TANGGAL : 17 April 2013

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

KERANGKA HUKUM

Pasal 211 sd. Pasal 215 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

DESKRIPSI SINGKAT KEGIATAN

Proses Penerbitan SPM adalah tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP.
Jenis SPM yang diterbitkan sesuai dengan jenis SPP yang
diajukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
Dengan demikian, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan
jenis SPP-nya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS.

Di samping itu, terdapat 2 jenis SPM yang sifatnya
pengesahanpertanggungjawaban, yaitu SPM GU Nihil dan SPM TU Nihil.
SPM GU Nihil diajukan sekali pada akhir tahun atau pada tanggal tertentu
setelah mendekati akhir tahun dalam rangka pertanggungjawaban
penggunaan UP periode yang terakhir. Sedangkan SPM TU Nihil diajukan
setiap dilakukan pertanggungjawaban penggunaan dana TU.

Apabila pengguna anggaran tidak melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kuasa pengguna anggaran, maka pengguna anggaran
menandatangani semua jenis SPM di atas. Akan tetapi, apabila pengguna
anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna
anggaran, maka kuasa pengguna anggaran memiliki kewenangan untuk
menandatangani SPM TU dan SPM LS yang terkait dengan pembayaran
belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya.

Sebelum pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

menandatangani/mengotorisasi SPM tersebut di atas, PPK SKPD

melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam aspek kebenaran

materiil, kepatuhan anggaran dan kelengkapan dokumen. SPM dapat diterbitkan

jika:

» Telah dilakukan verifikasi dan konfirmasi atas kebenaran materiil
berdasarkan keabsahan bukti-bukti transaksi

» Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia

» Pengeluaran yang diminta tidak melebihi ketersediaan SPD terkait.

» Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan gubernur ini.

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:

= SPM diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima
= Apabita SPP ditotak, SPP dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima
SPP tersebut diterima.



PIHAK TERKAIT

PPK SKPD
Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

Menguji SPP Dbeserta kelengkapannya baik yang disampaikan
bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu.
Membuat rancangan SPM atas SPP yang tetah diuji dan mengajukannya
ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh
Bendahara SKPD tidak lengkap

Membuat Register SPM.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)

Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai
berikut:

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM

Kuasa Pengguna Anggaran mendatangani dan menerbitkan SPM TU dan
SPM LS.

PA/KPA mengotorisasi Surat Penotakan SPM yang diterbitkan PPK SKPD
bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.

DOKUMEN (KELENGKAPAN)

SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi

dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk SPM UP

Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-UP (format
halaman berikutnya)

Salinan SPD

Salinan SK Gubernur tentang Jumlah UP per SKPD

Untuk SPM GU

Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-GU (format
halaman berikutnya)

Surat pernyataan kelengkapan dokumen-GU (format halaman
berikutnya)

SPJ UP yang telah disahkan/ditandatangani oleh pengguna
anggaran

Salinan SPD

10



Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian-GU

(format halaman berikutnya)

Untuk SPM GU-NIHIL

Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-GU Nihil (format
halaman berikutnya)

Surat pernyataan kelengkapan dokumen-GU Nihil (format halaman
berikutnya)

Surat keterangan penjelasan pertanggungjawaban-GU Nihil (format

halaman berikutnya)

Untuk SPM-TU

Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU (format halaman
berikutnya)

Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana TU (format
halaman berikutnya)

Surat pernyataan kelengkapan dokumen TU (format halaman
berikutnya)

salinan SPD

Untuk SPM TU-NIHIL

Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana-TU Nihil (format
halaman berikutnya)

Surat pernyataan kelengkapan dokumen-TU Nihil (format halaman
berikutnya)

Surat keterangan penjelasan pertanggungjawaban-TU Nihil (format
halaman berikutnya)

Untuk SPM-LS

Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (format halaman
berikutnya)

Surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (format halaman
berikutnya)

Ringkasan Kontrak (format halaman berikutnya)

Salinan Referensi Bank/Rekening Koran

Salinan NPWP

Salinan SPD

SSP potongan pajak

Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana-LS (format

halaman berikutnya)
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Untuk SPM-LS Gaji/Tunjangan/Honorarium

1.

» Surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran.
= Surat pernyataan kelengkapan dokumen

= Amprah/Daftar gaji /tunjangan/ honor

= SSP Potongan PPh Pasal 21

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS yang
dilampirkan. Kelengkapan dokumen tersebut mengacu kepada daftar
dokumen yang telah dipersyaratkan. Pengujian berikutnya adalah
melihat kesesuaian dengan DPA SKPD yang terkait serta batasan
jumlah dalam SPD yang terkait. Apabila SPP telah dinyatakan lengkap

dan sesuai, maka PPK-SKPD akan membuat rancangan SPM.

Apabila telah dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPD akan membuat
rancangan SPM. Rancangan SPM ini dibuat dua rangkap, satu
dokumen akan diregister dalam Register SPM-UP/GU/TU/LS, sementara
dokumen aslinya dikirim kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi.
Penerbitan SPM paling lambat 2 hari keria seiak SPP-UP/GU/TU/LS

diterima.

Apabila ternyata PPK SKPD menyatakan bahwa dokumen SPP-
UP/GU/TU/LS belum lengkap, maka SKPD akan menerbitkan surat
penolakan SPM, yang juga dibuat dalam dua rangkap. Satu dokumen akan
diarsipkan dalam register Surat penolakan SPM, sementara dokumen
lainnya dikirimkan bersama SPPUP/GU/TU/LS yang ditolak tadi kepada
pengguna anggaran untuk diotorisasi dan dilengkapi oleh bendahara. Surat
penolakan ini diterbitkan paling lambat 1 hari keria setelah SPP-
UP/GU/TU/LS diterima.
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Contoh Format Untuk SPM UP

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA - UP
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ...................

Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA

Nama L e

NIP e ————————

Jabatan :  Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............ Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat L ————————————————————

Dengan ini menyatakan bahwa pembayaran :

1.

Uang Persediaan (UP) adalah untuk keperluan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada
Dinas/Badan/Biro/Kantor .............cccceevenene. Tahun Anggaran ..........

Pencairan dana dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. .......cccocvvivvinnnne.
S ) dengan SPM Nomor ................ Tanggal ......c.coevvvenneee.

Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan
pembayaran Langsung (LS).

Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Dana Uang Persediaan (UP) tersebut,
kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-UP.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ........
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.

13



Contoh Format Untuk SPM GU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA - GU
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ....................

Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan . Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat PP

Dengan ini menyatakan bahwa pembayaran :

1. Ganti Uang (GU) adalah untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan-kegiatan pada

3.

Dinas/Badan/Biro/Kantor..............c.cccccuvene.. Tahun Anggaran .........

Pencairan dana dilakukan melalui Ganti Uang (GU) sebesar Rp. ....ccccccovviiienne
(e ) dengan SPM Nomor ................ Tanggoal .......ccccveneee.

Jumlah Ganti Uang (GU) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan
pembayaran Langsung (LS).

Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Dana Ganti Uang (GU) tersebut, kami
bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-GU.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM GU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN - GU
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ................... Provinsi
Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan . Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat PP

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Seluruh Dokumen atas Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang yang kami
sampaikan adalah benar dan lengkap menurut ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar dan
tidak lengkap maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan
ketentuan yang berlaku

3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan
berkaitan dengan pencairan uang disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk
kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan
SPM-GU.

Jambi,

KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM GU

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

PENJELASAN KEPERLUAN PENGISIAN - GU
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) yang kami ajukan
sebesar  Rp. e (oo ) untuk  keperluan  SKPD
Dinas/Badan/Biro/Kantor .............c.ccocceevveennee. Provinsi Jambi Tahun Anggaran ......... dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah Ganti Uang akan digunakan untuk keperluan
sebagai berikut :

NO | KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

JUMLAH

Jumlah Ganti Uang (GU) tersebut di atas akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-GU.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM GU-NIHIL

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA — GU NIHIL
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ..................... Provinsi
Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan . Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat L e

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) sebesar Rp ............. T ) yang kami terima
telah digunakan untuk keperluan pelaksanaan SKPD Dinas/Badan/Biro/Kantor
............................ Tahun Anggaran .........

2. Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Uang Persediaan (UP) tersebut, kami
bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pencairan Uang
Persediaan (UP) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan
Pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-GU Nihil.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM GU-NIHIL

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN — GU NIHIL
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ................... Provinsi
Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan . Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat PP

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Seluruh Dokumen atas Surat Perintah Membayar (SPM) GU Nihil yang kami sampaikan
adalah benar dan lengkap menurut ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar dan
tidak lengkap maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan
penggunaan Uang Persediaan disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk
kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan
SPM-GU Nihil,

Jambi,

KEPALA DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.

18



Contoh Format Untuk SPM GU-NIHIL

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

PENJELASAN PERTANGGUNGJAWABAN — GU NIHIL
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintan Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang kami
ajukan sebesar Rp. .. (e ) untuk keperluan SKPD
Dinas/Badan/Biro/Kantor ...........c.cccceevvveinennns Provinsi Jambi Tahun Anggaran ......... dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah Uang Persediaan tersebut telah digunakan untuk
keperluan sebagai berikut :

NO | KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JUMLAH
- Sisa dari pada Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. .......c.cccccveu.e. (oo ) telah

disetor ke Kas Daerah pada tanggal ............cc.cccenen.

- Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas telah kami pertanggungjawabkan sesuai dengan
Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPM-GU Nihil.
Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM TU

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

PENJELASAN KEPERLUAN PENGISIAN TU
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) yang kami
ajukan sebesar Rp. .. (o ) untuk keperluan SKPD
Dinas/Badan/Biro/Kantor ............ccccceeeveieennenn, Provinsi Jambi Tahun Anggaran ...... dengan ini

menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah Tambahan Uang tersebut akan digunakan untuk
keperluan sebagai berikut :

NO | KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JUMLAH

Jumlah Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan kami pertanggungjawabkan sesuai
dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM TU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA TU
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor .................. Provinsi
Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA

Nama L e

NIP e ————————

Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat L ————————————————————

Dengan ini menyatakan bahwa pembayaran :

1. Tambahan Uang (TU) adalah untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan ..............ccccoceeeee.
Tahun Anggaran .......

2. Pencairan dana dilakukan melalui Tambahan Uang TU sebesar Rp. ......cccceevevnenee.
(oo ) dengan SPM Nomor ................ Tanggal ......cccceevenees

3. Jumlah Tambahan Uang (TU) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan
pembayaran Langsung (LS).

4. Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Dana Tambahan Uang (TU) tersebut,
kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-TU.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR .............
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM TU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN TU
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ..................
Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA

Nama L e

NIP e ————————

Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat L ————————————————————

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Seluruh  Dokumen atas permintaan  Tambahan  Uang (TU)  sebesar
Rp. oo, (cerrrerreenene ) untuk Kegiatan .............cccoco.... Tahun ......... adalah benar
dan lengkap sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang ada pada kami tidak
benar dan tidak lengkap maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pencairan
Tambahan Uang (TU) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan
Pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-TU.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR............
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM TU-NIHIL

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA —TU NIHIL
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor .....................
Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan . Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat PP

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Tambahan Uang (TU) sebesar Rp............. (o, ) yang kami terima
telah digunakan untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan SKPD Dinas/Badan/Biro/Kantor
............................ Tahun Anggaran .........

2. Segala sesuatu atas penggunaan dan pelaksanaan Tambahan Uang (TU) tersebut, kami
bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pencairan
Tambahan Uang (TU) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan
Pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan SPM-TU Nibhil.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM TU-NIHIL

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

KELENGKAPAN DOKUMEN —TU NIHIL
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ...................
Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan . Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.

Alamat PP

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Seluruh Dokumen atas Surat Perintah Membayar (SPM) TU Nihil yang kami sampaikan
adalah benar dan lengkap sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar
dan tidak lengkap maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

3. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut Peraturan dan ketentuan yang
berlaku atas penggunaan Tambahan Uang (TU) disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA
untuk kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan
SPM-TU Nihil.

Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM TU-NIHIL

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

PENJELASAN PERTANGGUNGJAWABAN — TU NIHIL
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) yang telah
kami ajukan sebesar Rp. .......c.coceveee. (e ) untuk keperluan SKPD
Dinas/Badan/Biro/Kantor ............cccccceevevveennenn. Provinsi Jambi Tahun Anggaran ......... dengan ini
menyatakan yang sebenarnya bahwa jumlah Tambahan Uang tersebut telah digunakan untuk
keperluan sebagai berikut :

NO | KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JUMLAH
- Sisa dari pada Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. ........cccccveunenne. G ) telah

disetor ke Kas Daerah pada tanggal ............cc.cccenee.

- Jumlah Tambahan Uang (TU) tersebut di atas telah kami pertanggungjawabkan sesuai dengan
Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SPM-TU Nibhil.
Jambi,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ......
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM LS

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor .....................
Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/KPA :

Nama e

NIP L ————————————————————

Jabatan :  Kepala Dinas/ Badan/Biro/Kantor ............. Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA

Alamat PP

Dengan ini menyatakan bahwa pembayaran :

1. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang kami ajukan sebesar Rp. ...........

(e )

2. Kami bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku atas
Pembayaran biaya Perkerjaan ................ pada Dinas/Badan/Biro/Kantor ....................
sesuai Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor ............ Tanggal............. Kegiatan

....................................... Tahun ...... Kode Rekening ........ccccocovvrrrennnnn,

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat untuk melengkapi pengajuan
SPM-LS.
Jambi ,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ........
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM LS

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN - LS

NOMOR
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor ..................... Provinsi
Jambi selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :
Nama e
NIP e
Jabatan . Kepala Dinas/ Badan/Biro/Kantor ........ Provinsi Jambi Selaku
Pengguna Anggaran/KPA.
Alamat e
Menyatakan dengan sebenarnya :
1. Seluruh Dokumen atas pelaksanaan Pekerjaan .............ccc...... An.CV. .............. yang kami sampaikan
adalah benar dan lengkap menurut Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen yang ada pada kami adalah :
a. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak
ketiga serta mencantumkan Nomor Rekening Bank pihak ketiga.
b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
c. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa.
d. Berita Acara Pembayaran.
e. Kwitansi bermeterai, Nota/Faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
f.  Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga Keuangan Non
Bank.
g. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk Kontrak-kontrak.
h. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan
barang berikut lampiran barang yang diperiksa.
i. Surat pemberitahuan potongan keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan.
j.  Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
k. Potongan Jamsostek
I.  Khusus untuk pekerjaan Konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate),
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dari bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta buku pengeluaran lainya
berdasarkan rincian dalam surat panawaran.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Dokumen yang ada pada kami tidak benar dan tidak lengkap, maka
kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dokumen dan bukti-bukti pengeluaran lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan pencairan

uang disimpan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan pemeriksaan oleh aparat fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan SPM-LS

Jambi ,

KEPALA DINAS//BADAN/BIRO/KANTOR .........
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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Contoh Format Untuk SPM LS

o~ w DN e

10.
11.
12.
13.
14.

KOP SKPD

RINGKASAN KONTRAK

Nomor :

Nomor dan Tanggal DPA
Kode Rekening

Nomor dan Tanggal Kontrak
Nama Kontraktor/Perusahaan
Nama Direktur/Wakil Direktur/
Kuasa Direktur

Alamat Kontraktor

- Nama Bank
- Nomor Rekening
- NPWP

Nilai Kontrak SP/SPK

Uraian dan VVolume Pekerjaan
Cara Pembayaran

Jangka Waktu Pelaksanaan
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemeliharaan
Progres Fisik

Ketentuan Sanksi

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR
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Jambi ,

Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.




Contoh Format Untuk SPM LS

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA - LS

NOMOR :
1. Nama Satuan Kerja
2. Nomor DPA/Tanggal
3. Kegiatan
4. Rekening Belanja
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor................. selaku

Pengguna Anggaran/KPA, menyatakan bahwa kami bertanggungjawab atas kebenaran
penghitungan pajak, pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak
. i . Jumlah
NO | Kode Rekening | Penerima Uraian (Rp) PPN PPh
(Rp) (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jumlah
Terbilang : ..o,

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan setoran Pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan
oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk kelengkapan Administrasi dan pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi pengajuan
SPM-LS.

Jambi ,

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO/KANTOR ........
Selaku Pengguna Anggaran/KPA

Pangkat.
NIP.
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A.Contoh SPM dan cara pengisiannya dapat diilustrasikan berikut ini:

PROVINSI JAMBI
Contoh Dokumen SPM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN .......
UP/GU/TU/LSY
(Disi oleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan:
PROVINSI RIAU
Supaya menerbitkan SP2D kepada:
. Urai
SKPD 3t visissisvivsise . No. raian Junitah Keterangan
(No. Rekening)
+ - ',
Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga ' ........cccoeuvvo... 1. luaran Wajib Pegawai Negeri

Nomor Rekening Bank 5 cwuicviminassiisiisiissdinis

NPWP : i 5
Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggal SPD : ...............

2. Tabungan Perumahan Pegawai

Untuk Keperluan :

1. Belanja Tidak Langsung™
2. Belanja Langsung

Jumlah Potongan

Pembebanan pada Kode Rekening :

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Kode Rekening Uraian Jumlah
No. Uraian Jumlah Keterangan
1. PPN
2. PPH
Jumlah RD: issssniioss
Jumlah SPM Rp ..ccoee.
Uang sejumlah :
Kepala SKPD,
Jumlah SPP yang Diminta (Tanda tangan)
Nomor dan Tanggal SPP (nama lengkap)

NIP.

" coret yang tidak perlu/pilih yang sesuai

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD

Cara mengisi dokumen SPM

1. Baris "SKPD” diisi dengan nama SKPD yang akan menerima dana

2. Baris "Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga” diisi dengan nama bendahara
pengeluaran SKPD yang akan menerima dana (khusus untuk SPM UP/GU, TU,
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10.

11.

LS Gaji ). Sementara untuk SPM LS barang dan jasa, diisi dengan nama
pihak ketiga yang akan menerima pembayaran.

Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank SKPD/pihak
ketiga.

NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.

Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi
dasar pengajuan SPP yang di SPM kan.

Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di
SPMkan

Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program,
dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan
dananya

Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang
dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.

Jumtah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan
SPP bersangkutan.

Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan
pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung
dikurangkan oleh Bank kasda (kuasa BUD) sehingga akan mengurangi
jumlah SPM.

Potongan berupa PPN, PPH dan/atau pajak lainnya diisi sesuali
dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya
sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak
mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan bank kasda
melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas nama
bendahara.

Contoh SPM Nihil dan cara pengisiannya dapat diilustrasikan
berikut ini:

Pada dasarnya contoh format dan cara pengisian SPM GU Nihil dan SPM TU
Nihil adalah sama dengan format SPM di atas demikian juga cara
pengisiannya. Perbedaannya terletak pada

1) kop SPM yang ditulis SPM NIHIL,
2) jumlah SPM ditulis.
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PROVINSI JAMBI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NIHIL UP/GU/TUI/LS'
TAHUN ANGGARAN .......
Nomor SPM :

(Disi oleh PPK-SKPD)
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan:
PROVINSI JAMBI
Supaya menerbitkan SP2D kepada:

No. i Jumlah Keterangan
SKPD : oo Uraian ! rang

(No. Rekening)
H H |

Bendahara Pengetuaran/ Pihak Ketiga 1 luaran Wajib Pegawai Negeri
Nomor Rekening Bank e ..... 2. Tabungan Perumahan Pegawai

3.

NPWP : ...cooene.
Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggat SPD :

Untuk Kepertuan e

1. Belanja Tidak Langsung'
2. Betanja Langsung ..’

Dumlah Potongan

Pembebanan pada Kode Rekening :

Informasi : (tidak mengurongi jumloh pemboyaron SPM)

Kode Rekening Uraian Jumlah
No. Uraian Jumlah Keterangan
1. PPN
2. PPH
Jumlah 11+
Jumlah SPM NIHIL
Uang
sejumliah
Kepala SKPD,
Jumlah SPJ] belanja pada SPP Rp......... NIP. (Tanda tangan)

Nomor dan Tanggal SPP

(nama tengkaP)

" coret yang tidak perlu/pilih yang sesuai

SPM ini soh apabila telah di tandotangani don di stempel oleh SKPD
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Contoh Dokumen Register/Register
Penolakan SPM

PROVINSI JAMBI
REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

Halaman ........
Jumlah SPM (Rp)
No urut Tanggal Nomor SPM Uraian LS
UP GU TU Gaji Barang & Jasa
1 2 3 4 S 6 7 8 9
Jumlah
Mengetahui, ganggal ...........
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan) (Tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS
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Contoh format dan cara pengisian Register/Register penolakan
SPMUP/GU/TU/LS

Format register SPM maupun format register penolakan SPM adalah sama.
Yang membedakan hanya Register SPM dipergunakan untuk mencatat
SPM yang telah dinyatakan lengkap oleh PPK SKPD, sementara Register
penolakan SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang ditolak oleh PPK
SKPD. Cara mengisi register SPM adatah sbb.:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, barang dan jasa);

2. Kolom 2 diisi dengan tanggat diajukannya SPM-UP/GU/TU/LS (Gaiji,
barang dan jasa);
Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP/GU/TU/LS yang.diajukan

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/GU/TU/LS
(Gaji, barang dan jasa);

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/GU/TU/LS (gaji, barang

dan jasa)

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS
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SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN

Menimbang

Mengingat

WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan Biaya
Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang dipergunakan untuk
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus
lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna
serta tertib administrasi, perlu diatur Pedoman
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman
Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil
Gubernur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akutansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.

Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan
tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

Provinsi Jambi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

a.

sebagai petunjuk teknis agar terwujud suatu mekanisme yang mengatur
secara efektif dalam pengelolaan Biaya Operasional Gubernur dan Wakil
Gubernur; dan

. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. penganggaran;
b. penggunaan; dan

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

pertanggungjawaban.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan
dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
pegawai, objek belanja penerima lainnya, pimpinan dan anggota DPRD
serta Gubernur dan Wakil Gubernur, rincian objek Belanja Operasional
Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari
Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.

Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan
sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan Khusus lainnya guna
mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan
oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Gubernur dan sebesar
30% (tiga puluh persen ) untuk Wakil Gubernur.

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap maka Wakil Gubernur dapat
menggunakan 100% Biaya Penunjang Operasional, dalam hal Wakil
Gubernur berhalangan tetap maka Gubernur dapat menggunakan Biaya
Operasional 100%.

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap maka Biaya
Operasional dapat digunakan Penjabat Gubernur sebesar 100% yang
terhitung mulai menjabat sebagai Penjabat Gubernur.

Pasal 6

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) meliputi

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah
Negara lain, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau
kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Gubernur/Wakil Gubernur;



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena
kemiskinan/kesusahan /musibah, keterbatasan dana, konflik sosial,
bencana yang menimpa warga/masyarakat Jambi di dalam negeri
maupun di luar negeri;

c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pengamanan dalam pelaksanaan tugas Gubernur/Wakil Gubernur
serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan
konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondisi wilayah yang
kondusif; dan

d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk
masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya,
keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan
pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang
membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, diluar kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur
dan Wakil Gubernur menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah.
Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung ( SPP-LS);

b. ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung ( SPP-LS); dan

c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah,
penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan
Wakil Gubernur dapat dilakukan melalui:

a. bendahara pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur; dan/atau

b. Gubernur atau Wakil Gubernur.

Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui bendahara
pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima /kuitansi atau
bukti lainnya yang sah.

Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Gubernur dan
Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna
menjaga kewibawaan Gubernur dan Wakil Gubernur didukung dengan
bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Gubernur
dan Wakil Gubernur.

Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang
Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan
dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sisa penggunaan biaya Penunjang Operasioanal satu bulan dapat
dimanfaatkan pada bulan berikutnya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR JAMBI,
ttd
H. FACHRORI UMAR
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Mei 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
ttd
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002




GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor ‘1 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4210);

Dipindai dengan CamScanner



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23  Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5295);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;
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22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5903
Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan
Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

aew

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom

Gubernur adalah Gubernur Jambi

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan
kendaraan bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
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10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp4.215.309.003.799,00, yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.215.309.003.799,00 yang
terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.507.600.967.749,00, terdiri atas :
a. PKB;

b. BBNKB;

c. PBBKB;

d. pajak air permukaan; dan
e. pajak rokok.

(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp24.723.961.400,00, terdiri atas :
a. retribusi jasa umum;

b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp29.557.790.122,00, merupakan bagian laba yang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada
BUMN.
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(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp218.772.386.261,00,
terdiri atas :

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;

d. pendapatan bunga; dan

e. pendapatan BLUD.

Pasal 5

(1)PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
direncanakan sebesar Rp523.050.123.805, terdiri atas:
a. PKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp294.970.338.696,00;
b. PKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.432.585.390,00;
c. PKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp116.951.060.141,00;
d. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar
Rp109.683.956.305,00;
e. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebesar
Rp11.649.270,00; dan
f. PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Rp534.003,00
(2)BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
direncanakan sebesar Rp367.165.065.013,00, terdiri atas:
d. BBNKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp144.513.862.889,00;
e. BBNKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.056.967.915,00;
f. BBNKB-mobil barang/beban-truk sebesar Rp77.845.449.300,00;
g. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar
Rp143.711.094.051,00; dan
h. BBNKB-mobil roda tiga sebesar Rp37.690.858,00
(3)PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp368.038.926.876,00, terdiri atas:
a. PBBKB-bahan bakar bensin sebesar Rp47.267.421.753,00;
b. PBBKB-bahan bakar solar sebesar Rp161.387.614.964,00; dan
¢. PBBKB-bahan bakar lainnya sebesar Rp159.383.890.159,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp4.795.846.912.107,00 yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer,

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a direncanakan sebesar Rp3.194,389.455.857,00 yang terdiri atas:
a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.783.283.772.998,00;

b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar
Rp1.163.913.054.808,00;

c¢. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp550.000.000;
d. belanja hibah direncanakan sebesar Rp189,140.347.976,00; dan
e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp57.502.280.0785,00.
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Pasal 8

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp1.783.283.772.998,00 terdiri atas:.

a.

b.

gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar
Rp1.010.684.634.942,00;
tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar

Rp405.797.424.426,00;

. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

ASN direncanakan sebesar Rp242.720.767.257,00;

. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar

Rp41.487.684.151,00;

. gaji dan tunjangan KDH/WKDH  direncanakan  sebesar

Rp406.503.563,00; dan

penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan
sebesar Rp3.048.838.659,00

Pasal 9

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a direncanakan sebesar Rp1.010.684.634.942, terdiri atas:
a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp610.903.655.332,00;

b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar
Rp58.628.373.857,00;

c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar
Rp14.599.569.995,00;

d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar

Rp50.493.585.676,00;
e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar
Rp11.287.502.118,00;

f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar
Rp34.059.194.386,00;

g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar
Rp2.071.535.735,00;

h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp94.663.885,00;

i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan  sebesar
Rp43.548.625.230,00;

j. luran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar
Rpl1.974.343.810,00;

k.iuran jaminan kematian ASN direncanakan  sebesar
Rp4.579.525.602,00; dan

l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
sebesar Rp178.444.059,316,00

(2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp405.797.424.426, terdiri

atas:

a.tambahan  penghasilan  berdasarkan beban kerja ASN
direncanakan sebesar Rp170.807.219.314,00;

b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN
direncanakan sebesar Rp1.478.400,000,00;

c. tambahan penghasilan berdasarkan  kondisi kerja ASN sebesar
Rp29.254.,940.828,00;

d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
sebesar Rp240.000.000,00; dan

e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar
Rp204.016.864.284,00
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(3) Ax}ggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lgmnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
direncanakan sebesar Rp242.720.767.257,00 terdiri atas:

a.

b.

C.

d.

insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan
sebesar Rp37.932.066.174,00;

insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan
sebesar Rp405.549.072,00;

tambahan Penghasilan Guru PNSD direncanakan sebesar
Rp175.699.928.000,00; dan

honorarium direncanakan sebesar Rp28.683.224.011,00

(4) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp41.487.684.151, terdiri

atas:

a. uang representasi DPRD direncanakan sebesar
Rp1.979.232.152,00;
b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar

Rp257.265.724,00;

c. tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp200.867.733,00;
d.
. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar

uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp157.530.713,00;

Rp2.874.625.199,00;
tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar direncanakan

Rp383.546.505,00;

. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar

‘Rp82.538.151,00;

.tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD

direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00;

i. tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.662.704.000,00;

tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
direncanakan sebesar Rp10.331.767.236,00;

. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar

Rp12.210.000.000,00; dan
uang jasa  pengabdian  DPRD direncanakan sebesar

Rp447.606.738,00

(5) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp406.503.563,00

terdiri atas:

a.

b.

gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp96.775.704,00;
tunjangan  keluarga ~KDH/WKDH  direncanakan  sebesar

Rp13.808.718,00;

. tunjangan  jabatan KDH/WKDH direncanakan  sebesar

Rp160.038.456,00;

. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp19.888.608,00;

. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan

sebesar Rp19.106.304,00;
pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.486,00;

.iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp92.789.755,00;

.iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan

sebesar Rp515.676,00; dan
Juran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp599.856,00
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(6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:

a.dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar
Rp377.856.000,00; dan

b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar
Rp2.670.982.659,00

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Dacrah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya
direncanakan sebesar Rp582.744.439.490,00.

(2)Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
ayat (1) terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar
Rp70.700.359.011,00;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar
Rp.306.314.038.133; dan

c.penghematan belanja direncanakan sebesar
Rp205.730.042.346,00.

(3)Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp70.700.359.011,00,
yang merupakan pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah;

(4)Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan
Rp306.314.038.133,00 yang merupakan pelampauan penerimaan
pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat;

(5)Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp205.730.042.346,00, yang terdiri
atas:

a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
b. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b,terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo direncanakan sebesar Rp2.206.531.182,00.

(2) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) berupa pembayaran pinjaman
dari lembaga keuangan bukan bank direncanakan sebesar
Rp2.206.531.182,00

Pasal 13

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar
Rp580.537.908.308,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp580.537.908.308,00.
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Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

S. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran [X

10. Lampiran X

Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan RincianObjek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian ObjekPendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dipindai dengan CamScanner




Pasal 17

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur Jambi dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jambi.

2022

Diundangkan di Jambi
padaztanggal '0 JAAIUAR| 2022

o

RI§ DAERAH PROVINSI JAMBI,

ERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner



PREZIDEN
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG
KEUANGAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan
tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewagjiban negara yang
dapat dinilai dengan uang;

b. bahwa pengelolaan hak dan kewagjiban negara sebagaimana
dimaksud pada huruf atelah diatur dalam Bab V111 UUD 1945;

c. bahwaPasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain
mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu dibentuk Undang-undang
tentang Keuangan Negara;

Mengingat . Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasa
18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasa 23A,
Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
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Dengan Per setujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pel aksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Pusat.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Pengel uaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

Belanja negara adalah kewagjiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

a

i)

Q@ ~o oo

hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan
pinjaman;

kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

kekayaan negara/lkekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
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kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.

Pasal 3

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun
ditetapkan dengan undang-undang.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBN/APBD mempunyal fungs otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiaya pengeluaran
negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat untuk
membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Pasal 4

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember.

1)

Pasal 5

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD
adalah mata uang Rupiah.
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Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri
Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB Il
KEKUASAAN ATASPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 6

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
K ekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

a

b.

dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain
mengel uarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 7

K ekuasaan atas pengel olaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Pasal 8

Daam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai
tugas sebagai berikut :
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menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

mengesahkan dokumen pel aksanaan anggaran;

melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

mel aksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
mel aksanakan fungsi bendahara umum negara;

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pel aksanaan APBN;

mel aksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-
undang.

Pasal 9

Menteri/pimpinan lembaga sebagal Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian
negaral/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

a

b.
C.
d

D

menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

mel aksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas

Negara;

mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara
/lembaga yang dipimpinnya;

mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara
/lembaga yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang
dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan
undang-undang.

Pasal 10

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf c :

a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat
pengelola APBD;
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dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna
anggaran/barang daerah.

(2) Daam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pegabat Pengelola Keuangan Daerah
mempunyai tugas sebagai berikut :

a

b.

C.

d.

e.

menyusun dan mel aksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

mel aksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

(3) Kepaa satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah
mempunyai tugas sebagal berikut:

a

o ae o

—

menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

mel aksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya;

mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya.

BAB I
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

Pasal 11

(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan
undang-undang.

(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3) Pendapatan negaraterdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
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Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyeleng-garaan tugas pemerintahan pusat
dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 12

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada
rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Ddam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana
penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya
pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan
pokok-pokok kebijakan fiskal yang digjukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan
pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat
bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran
untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan
anggaran.

Pasal 14
Daam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna

anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian
negaral/lembaga tahun berikutnya.
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Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan
prestas kerjayang akan dicapai.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan
prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan
sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Pemerintah Pusat mengagjukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota
keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada
bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-
undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah
penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-
undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampali dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 9



D)

2
3)

(4)

D
(2)
3)
(4)

D)

(2)
3

PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

BAB 1V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 16

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun
dengan Peraturan Daerah.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah.

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 17

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah.

Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada
rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Dalam ha anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam
Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya
sgjalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD
kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

DPRD membahas kebijakan umum APBD yang digjukan oleh Pemerintah Daerah dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah
Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon
anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Pasal 19

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
tahun berikutnya.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan
prestasi kerjayang akan dicapai.

Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja
untuk tahun berikutnya setel ah tahun anggaran yang sudah disusun.

Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagal bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenal penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah mengagjukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, diserta
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama
bulan Oktober tahun sebelumnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-
undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan
pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan.

APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja.
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Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya.

BAB V
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH,
SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING

Pasal 21

Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan
fiskal dan moneter.

D
(2)
3)
(4)

D

Pasal 22

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah
atau sebaliknya.

Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain
dengan persetujuan DPRD.

Pasal 23

Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman
dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.
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Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/
Perusahaan Daerah.

BAB VI
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA,
PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA
BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT

Pasal 24

Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima
pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.
Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan
daerah.

Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara
setelah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD.

Daam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat
dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan
swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Pasal 25

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana
masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.

Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola
dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana
masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

BAB VII
PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 26

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut
dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 27

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisas Semester Pertama APBN dan prognosis

untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat-

lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara

DPR dan Pemerintah Pusat.

Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama

DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN

tahun anggaran yang bersangkutan, apabilaterjadi :

a.  perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan
dalam APBN;

b.  perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Daam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
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Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun
anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Readlisasi Semester Pertama APBD dan prognosis

untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-

lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara

DPRD dan Pemerintah Daerah.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama

DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas

APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabilaterjadi :

a.  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Daam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,

dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

berakhir.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD
ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.
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BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBN DAN APBD

Pasal 30

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa K euangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisass APBN, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Pasal 31

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setel ah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisass APBD, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan perusahaan daerah.

Pasal 32

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disgjikan sesuai dengan standar
akuntans pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu
komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah
terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa K euangan.
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Pasal 33

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-
undang tersendiri.

D)

(2)

3)

D

2)

3)

BAB IX
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF,
DAN GANTI RUGI

Pasal 34

Menteri/Pimpinan  lembega Gubernur/Bupati/Walikota  yang  terbukti  melakukan
penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai
dengan ketentuan undang-undang.

Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/lLembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada
pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 35

Setiap pejabat negara dan pegawa negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau
melalaikan kewagjibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan
negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan
uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa K euangan.

Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi
atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
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Ketentuan mengenal penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang
mengenai perbendaharaan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan
pengukuran berbasis kas.

Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah,
demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah
daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal
31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya undang-undang ini :

D

2
3)

Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2860);

Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445;

Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381,

Sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 18



PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Pasal 38
Ketentuan pelaksanaan sebagal tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sgjak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 39
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 28 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 28 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
KEUANGAN NEGARA

UM UM
1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea
IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang
menyelenggarakan fungs pemerintahan dalam berbaga bidang. Pembentukan
pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagal suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan
menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitus, sistem pengelolaan
keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain
disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pgjak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang. Hal-hal lain mengena keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C
diatur dengan undang-undang.

Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan
ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia
Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448
selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955
Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama
kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW)
Sthl. 1927 No. 419 jo. Sthl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer
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(RAB) Stbl. 1933 No. 38l. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan
pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor
de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan
tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam
sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik
Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih
tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah
satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem
pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku
secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-
undang yang mengatur pengel olaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan
negara telah dirintis sgjak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu,
penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil
dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban
konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ha-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan
Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini.

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang
diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara,
asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada
Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD,
ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan
pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan
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perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana
masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di
lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar
akuntansi di lingkungan pemerintahan secarainternasional.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sis
obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan
Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan
negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Dari sis subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh
obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang
ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sis proses, Keuangan Negara mencakup
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana
tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai
dengan pertanggunggjawaban. Dari sis tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh
kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau
penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan
dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang
pengel olaan kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka,
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dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-
asas yang telah lama dikena dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan,
asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai
pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan
keuangan negara, antaralain :

e akuntabilitas berorientasi pada hasil;

e profesionditas;

e proporsionalitas,

e keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

e pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya
prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam
Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain
menjadi acuan dalam reformasi mangemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan
untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara
K esatuan Republik Indonesia.

5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagal bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut
meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk
membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari
kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan
Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negaral/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah
Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah
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Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini
perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang
dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk
mendorong upaya peningkatan profesionadisme dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal
dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi
kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sesual dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota
selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah
tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

6. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-
undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan
peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran,
pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan
klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka
menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, mangemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai
instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut
perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses
penyusunan dan penetapan anggaran sebagal penjabaran aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja
negara/belanjadaerah dirinci sampal dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan,
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dan jenis belanja. Ha tersebut berarti bahwa setigp pergeseran anggaran antarunit
organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses
penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestas kerja.
Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestas kerja/lhasil memerlukan kriteria
pengendalian kinerja dan evaluas serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu
dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan
memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan
akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja
kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja
di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan
klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan
transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai
kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta
memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja
rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin
dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan
pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang
terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu,
penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasiona lima
tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin
tidak sesua dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era
globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan
sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang
dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term
Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara majul.
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Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya
terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karenaitu,
dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di
DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitialkomisi anggaran dan komisi-
komisi pasangan kerja kementerian negara/lembagal/perangkat daerah di DPR/DPRD.

7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah,
Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,
serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Sgjalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan
negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan
lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan bank sentra, pemerintah daerah, pemerintah asing,
badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan
negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat.
Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa
pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinas dalam penetapan dan pelaksanaan
kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah  daerah, undang-
undang ini menegaskan adanya kewagjiban pemerintah pusat mengalokasikan dana
perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula
periha penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah
dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana
masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan
modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah
mendapat persetujuan DPR/DPRD.

8. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya
dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagal pedoman bagi kementerian
negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden
tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang
APBN, seperti alokas anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian
negarallembaga, pembayaran gagji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk
tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan
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dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan
alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Untuk memberikan informasi mengenai  perkembangan  pelaksanaan
APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan
realisas semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang
bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan
evaluas pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan
APBN/APBD pada semester berikutnya.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan
APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan
negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian
negarallembaga di lingkungan pemerintah.

9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya
terdiri dari laporan redlisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan
pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus
disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang
bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).
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Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negaral/lembaga bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian
pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang
dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang
ini diatur sanks yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota,
serta Pimpinan unit organisasi kementerian negarallembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan
sanksi tersebut dimaksudkan sebagal upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai
jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD
yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa
yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan
uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas
semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewagjiban untuk mengganti
kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan
unsur pengendalian intern yang andal.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasa 2

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
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Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan
yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,
yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan
negara/daerah.

Pasal 3

Ayat (1)
Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan
perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Fungs otorisass mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
mel aksanakan pendapatan dan bel anja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman
bagi managjemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungs pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokas mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungs distribus mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
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Fungsi stabilisas mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat
khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum,
strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan
rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan ggji dan tunjangan, serta
pedoman pengel olaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang
berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di
bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana
perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
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Huruf b
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga
negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.
Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga
adalah pegabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan
lembaga yang bersangkutan.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan
negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan.
Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewgjiban negara kepada pihak ketiga
dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan
tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna
anggaran dan/atau kewgjiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-
undang/keputusan pengadilan.
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Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka
akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk
prestasi kerjayang dicapai atas penggunaan anggaran.

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
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Huruf g
Penyusunan dan penygjian laporan keuangan dimaksud adalah dalam
rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
daerah, termasuk prestasi kerjayang dicapai atas penggunaan anggaran.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Daam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.
Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum,
pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan
dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan
perlindungan sosial.
Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, dan belanjalain-lain.

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak
melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto.
Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.
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Ayat (4)
Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertang-
gungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk
pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan
sosial.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh
DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasa 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum,
ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas
umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan
sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri
dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan

bantuan sosial.
Pasal 17

Ayat (1)
Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak
melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto
daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari
Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

Ayat (4)
Penggunaan  surplus anggaran  perlu  mempertimbangkan  prinsip
pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan
untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan
sosial.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh
DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan
setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan
setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.
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PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Pasal 24
Ayat (1)
Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan
setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Y ang dimaksud dengan badan pengel ola dana masyarakat dalam ayat ini tidak
termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Ayat (4)
Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN
yang bersangkutan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
yang bersangkutan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya
2 (du@) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat.
Ayat (2)
Laporan Redlisas Anggaran selain menyagjikan redlisasi pendapatan dan
belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.
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PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Pasal 31

Ayat (1)
Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Laporan Redlisass Anggaran selain menygjikan realisasi pendapatan dan
belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila dadam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang
diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar
akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang
harus dicapai dengan pelaksanaan fungss dan program kementerian
negarall embaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
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PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini
sudah harus selesal selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan
penataan dimulai sgjak ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah selesai dalam
waktu 2 (dud) tahun.

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4286
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Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara
menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan negara;

bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD);

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan
kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan
negara;

bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/lndische Comptabiliteitswet
(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak
Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Utang Negara adalah jumlah uvang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban
Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah,
menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang
negara/daerah.

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara
umum negara.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara
umum Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/dacrah dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam
rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian
negara/ lembaga negara.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23D.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi :

ISHE

o a o

s}

S

—

pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;

pengelolaan kas;

pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
penyelesaian kerugian negara/daerah;

pengelolaan Badan Layanan Umum;

perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
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Bagian Ketiga
Asas Umum

Pasal 3

Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan
dan pengeluaran negara.

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD
jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program
pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program
pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan
dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat
mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

BABII
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Bagian Pertama
Pengguna Anggaran

Pasal 4

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/
lembaga yang dipimpinnya, berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

=

menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

/e o

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

menggunakan barang milik negara;

B R om0

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;

—

mengawasi pelaksanaan anggaran;

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya.



Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

c o

(1

2)

()
2)

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 6

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya.

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. mengelola utang dan piutang;

f.  menggunakan barang milik daerah;

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bagian Kedua
Bendahara Umum Negara/Daerah

Pasal 7
Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :
a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran negara;

f.  mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
g. menyimpan uang negara;

menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi,



(1)

2)
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i.  melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening
kas umum negara;

j- melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

1. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
n. melakukan penagihan piutang negara;

o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

menyajikan informasi keuangan negara;

e

menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;

menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;

la

s.  menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.
Pasal 8

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja
yang telah ditetapkan.

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan,
membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat
berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada
pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran.

Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai
pengeluaran anggaran.

Pasal 9
Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

a.
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.  memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f.  memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
h. menyimpan uang daerah;

i.  melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
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j-  melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening
kas umum daerah;

k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
l.  melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n. melakukan penagihan piutang daerah;

o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

p. menyajikan informasi keuangan daerah;

q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 10

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan
kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah Pejabat Fungsional.

Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran
atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA/DAERAH

Bagian Pertama
Tahun Anggaran

Pasal 11

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :

a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.
Pasal 13

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :
hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih;
b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan
lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian
negara/ lembaga.

Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran
yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang
diperkirakan.

Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja
dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala
satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-
masing satuan kerja perangkat daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/
bupati/walikota.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran
yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang
diperkirakan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 16

Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber
pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung
jawabnya.

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur
dalam peraturan pemerintah.

Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan
langsung untuk membiayai pengeluaran.

Penerimaan berupa komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 17

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata
anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban
APBN/APBD.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berwenang :

a.  menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan
ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
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Pasal 19

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum
Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah
pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;

e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 20
Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum
Daerah berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah
pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola
oleh Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
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BAB IV
PENGELOLAAN UANG

Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah

Pasal 22

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan
rekening pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.

Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat
membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum.

Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari.

Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas
Umum Negara pada bank sentral.

Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara
Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala.

Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum
Negara pada bank sentral.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah
ditetapkan dalam APBN.

Pasal 23
Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral.

Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya
sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan
Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Pasal 24

Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada
bank umum.

Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

Pasal 25
Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja
Negara/Daerah.
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Pasal 26

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain
untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional
kementerian negara/lembaga.

Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak kerja.

Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan
secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau
pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat
membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh
gubernur/bupati/walikota.

Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan
Daerah setiap hari.

Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib
disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang
bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Pasal 28

Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah
dilakukan konsultasi dengan bank sentral.

Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang
daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Pasal 29

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan
pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah
memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.

Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di
lingkungan kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan
dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 30

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan
penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Ulang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Pasal 31

(1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di
lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.

(3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan
dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan
pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.

(2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggung
jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.
BABV

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Bagian Pertama
Pengelolaan Piutang

Pasal 33

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-
undang tentang APBN.

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

(3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah
wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.

(2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 35

Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 36

Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan
melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur
tersendiri dalam undang-undang.

Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara
ditetapkan oleh :

a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang
negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah
Daerah ditetapkan oleh :

a.  Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan
undang-undang.

Pasal 37

Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali
mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat,
ditetapkan oleh :

a.  Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah
Daerah, ditetapkan oleh :

a.  Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b.  Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah
lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan

undang-undang.
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Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang

Pasal 38

Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk
mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar
negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD.

Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun
dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai
dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

Tata cara pelaksanaan penatausahaan utang negara/ daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 40

Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang
tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang
mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan
pokok pinjaman negara/daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN INVESTASI
Pasal 41

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan
investasi langsung.
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Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan
peraturan daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH

Pasal 42
Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya.

Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam
lingkungan kantor yang bersangkutan.

Pasal 43

Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/
walikota.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya.

Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik
negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
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Pasal 45

Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah
tidak dapat dipindahtangankan.

Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pasal 46
Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :
a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.

b. tanah dan atau/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah
dan/atau bangunan yang :

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran;

3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
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4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;

5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

Pasal 47
Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :
a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.

b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah
dan/atau bangunan yang :

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen pelaksanaan anggaran;

3) diperuntukkan bagi pegawai negert;
4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;

5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai dari Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/
walikota.

Pasal 48
Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49

Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus
disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan
secara tertib.
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Tanah dan bangunan milik negara/daecrah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan
pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota  untuk  kepentingan
penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.

Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas
tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.

Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur
dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU

YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH
Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

a.
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uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada
pihak ketiga;

uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak
ketiga;

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan
tugas pemerintahan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBN/APBD

Bagian Pertama
Akuntansi Keuangan

Pasal 51

Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan
keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Bagian Kedua
Penatausahaan Dokumen

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara
wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 53

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan
uvang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum
Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran yang dilakukannya.

Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada
peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan
ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Pasal 54

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/
walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran
atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Bagian Keempat
Laporan Keuangan

Pasal 55

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk
disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan
atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian
negara/lembaga masing-masing.

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah
Pusat;

d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.
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Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan
bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 56

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun
dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan
catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun
Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

d.  Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota
kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
Bagian Kelima
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 57

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang
berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah
akuntansi yang berlaku umum.

Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
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BAB X
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 58

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 59

Setiap kerugian negara/dacrah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan
negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera
melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 60

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada
menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti
kerugian negara dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin
pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan
surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 61

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat
daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti
kerugian daerah dimaksud.
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Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin
pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/ walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan
surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 62

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam
undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pasal 63

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 64

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti
kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 65

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi,
menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam
waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang
bersangkutan.
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Pasal 66

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti
kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan
dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada
kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian
negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat/yang berwenang mengenai
adanya kerugian negara/daerah.
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Pasal 67

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku
pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/dacrah, yang berada dalam penguasaan
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan.

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk
pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan
keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 68

Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta
dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum
yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan
pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang
bersangkutan.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola
keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang
bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 69
Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan
merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan
pemerintah.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1
(satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada
tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-
lambatnya pada tahun 2006.

Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara
penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.

Pasal 71

Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai
dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai
instrumen moneter.

Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan mulai tahun 2005.

Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai
instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara
yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische

comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.



Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd dan cap

Lambock V. Nahattands



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA

UMUM
Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan
hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung
jawab untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003
telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka
pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan
APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.

Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada ketentuan dalam
Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/ Indische Compatibiliteitswet (ICW) Staatblad Tahun
1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi
kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi,
ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-
undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan
tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern.

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan
landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan
Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung
jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan
dalam APBN dan APBD.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur
ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan
negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah,
pengelolaan piutang dan utang negara/dacrah, pengelolaan investasi dan barang milik
negara/daerah, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBN/APBD, pengendalian intern
pemerintah, penyelesaian kerugian negara/ daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan
umum.



Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-
undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan
asas spesialitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi
keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa
berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit
anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-undang
Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin
keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula
untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang
luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar
kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan
tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan
keuangan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi
landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat
pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pejabat Perbendaharaan Negara

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada
hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara
setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk
suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional,
sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi ~ pembagian  tugas
antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk
meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (check and balance) dalam
proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang
kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan
kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara
penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya
yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan
pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan
realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang
timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang
ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang
melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan
dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola
keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan
manajer keuangan. Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek rechmatigheid dan
wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga
berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang
dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu
prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu
adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur) dan
pemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut,



yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah
mengalami ‘deformasi’ sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau
meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.
Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula
semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan
pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama,
perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan
penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang
menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih
banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah
dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan
keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam
kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan
berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat
(welfare state).

Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak
dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok
profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali
pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
(good governance) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip yang
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan
pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang
selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam rangka pengelolaan uang
negara/daerah, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan
Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan
uvang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang
mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan
penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan
ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula,
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik
negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang
milik negara/daerah.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan
disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan
ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar :

*  Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;

e Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan
pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan
Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan;



e Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan
yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian
negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;

*  Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
anggaran yang bersangkutan berakhir;

*  Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan
profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

«  Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada
manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistic/GFS) sehingga dapat
memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis
perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian
statistik keuangan pemerintah.

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang tranparan dan akuntabel
karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan
dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi
pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah
di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah dan disusun
oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para
profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan
suatu keputusan Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, susul
standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untuk
penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan, dan selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri
Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian
Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian
negara/lembaga. Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporan
keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam
upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal
tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah
harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima
oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4
(empat) bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Penyelesaian Kerugian Negara

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur
ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-
undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak
yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari
kerugian yang telah terjadi.



II.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja
perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.
Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota. Bendahara,
pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti
kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti
melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan
Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Kekayaan badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan
Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/
lembaga/pemerintah daerah.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan
pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan
yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Undang-undang tentang
APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan

kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana
kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.



Ayat (5)
Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada
rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang
Negara.

Huruf'i
Cukup jelas

Huruf'j
Cukup jelas



Huruf k
Cukup jelas

Huruf|
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Hurufn
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf'r
Cukup jelas

Huruf's
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas



Pasal 10

Huruf i
Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang
Negara.

Huruf'j
Cukup jelas

Huruf'k
Cukup jelas

Huruf
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Hurufn
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan
menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang berada
dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum
Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas



Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi rupiah dan
valuta asing.

Ayat (4)
Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pada lembaga
keuangan lainnya.

Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan
dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta
optimalisasi pengelolaan kas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas



Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Ayat (1)
Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belum tersedianya layanan
perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran negara.

Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar lembaga keuangan
yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan
dan pengeluaran negara.

Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana penunjang
layanan yang diperlukan.

Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.

Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Ayat (2)
Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luar
lembaga keuangan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Ayat (3)
Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan
penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporan dimaksud disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Ayat (1)
Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat lain yang
ditunjuk.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 30

Ayat (1)
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah
peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, kantor/satuan kerja
dilingkungan kementerian negara/ lembaga dapat diberi persediaan uang kas untuk
keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum
Negara kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan
tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud,
serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan
oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan
uang negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang
bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak
dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan
barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan
tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud,
serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan
oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan
uang daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang
yang diatur dalam undang-undang tersendiri.



Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah
tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas



Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Ayat (1)
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan ketentuan
pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat/daerah
berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata
cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan
pemindahtanganan.

Pasal 50

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas

Hurufe
Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai
atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang
dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.

Pasal 51

Ayat (1)
Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang,
tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang
pemerintah.



Ayat (2) dan Ayat(3)

Pasal 52

Tiap-tiap kementerian negara/merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib
menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban
berupa laporan keuangan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentang kearsipan.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini,
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses penyiapan standar dan meminta
pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara
cermat (due process) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu.

Terhadap pertimbangan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan
penyesuaian sebelum standar akuntansi pemerintahan ditetapkan menjadi peraturan
pemerintah.

Ayat (3)

Pasal 58

Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini
berasal dari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyak-sebanyaknya 9
(sembilan) orang yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.

Ayat (1)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian
intern di bidang perbendaharaan.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan
sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing.

Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.



Ayat (2)

Pasal 59

Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah dimaksud
dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (1)

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau
pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau
oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan
negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para
pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada
khususnya.

Ayat (2)

Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara
pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai
negeri bukan bendahara.

Ayat (3)

Pasal 60

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 61

Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita
jaminan (conservatoir beslaag).

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat
keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian
negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat
keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita
jaminan (conservatoir beslaag).

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan
oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud
diterbitkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga pemerintahan
daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan
oleh Presiden.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada
instansi yang berwenang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan
perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam
undang-undang tersendiri.

Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas



Pasal 70

Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondisi perbankan dan kesiapan
sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4355



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Menimbang :

Mengingat

KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara
secbagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan
pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara,

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal
23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK,
adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan

atas nama BPK.

4. Pejabat ...



10.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang
selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang

diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan
pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan
dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban
Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ckonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan
pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani

oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun
terekam dalam bentuk/corak apapun.

11. Opini ...



I1.

12.

(1)

(2)

(D

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan
pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan

yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau

perbaikan.
BAB 11
LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 2

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung

jawab keuangan negara.

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara.

Pasal 3

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik
hasil

pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan

berdasarkan  ketentuan undang-undang, laporan

dipublikasikan.

Pasal 4...



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan

keuangan.

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi

dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang
tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3

dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan

pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta

penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara
bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

(1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan

permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.

(2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga

perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

Pasal 8

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi

dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan

hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan
hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada
BPK.

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat
menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK

yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 10
Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau
pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

b. mengakses ...
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b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset,
lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan
atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau
entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas

pemeriksaannya;

c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan

dokumen pengelolaan keuangan negara;
d. meminta keterangan kepada seseorang;

e. memotret, merckam dan/atau mengambil sampel sebagai alat

bantu pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada

seseorang.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa
melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem

pengendalian intern pemerintah.

Pasal 13

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau

unsur pidana.

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK
segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

BAB IV
HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 15

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah

pemeriksaan selesai dilakukan.

Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan

interim pemeriksaan.

Pasal 16

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

memuat opini.

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan,

kesimpulan, dan rekomendasi.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat

kesimpulan.

Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau

dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17 ...
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Pasal 17

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan

dari pemerintah pusat.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD  selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan

dari pemerintah daerah.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan

kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan

sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada
lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah

berakhirnya semester yang bersangkutan.

(2) Ikhtisar ...
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Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/
walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah

berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 19

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada

lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil

pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil

pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

(5)

disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh)

hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK ...
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BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut
secbagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga

perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pasal 21

Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK

dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka

menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan

lanjutan.

DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak
lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau ayat (3).

BAB V
PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Pasal 22

BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu
pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang
yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang

dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri
kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah
menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(D).

(3) Apabila ...
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Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan
dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan
penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara

bersangkutan.

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan

pemerintah.

Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum
dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51%
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-

undang tersendiri.

Pasal 23

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi
perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola
keuangan negara melaporkan  penyelesaian  kerugian
negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam
puluh)  hari  setelah  diketahui terjadinya  kerugian

negara/daerah dimaksud.

BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian
negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/

pemerintah daerah.

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban
menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan
keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi,
dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh
BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa
menyampaikan alasan  penolakan secara tertulis dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat
palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

Pasal 25 ...
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Pasal 25

Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan
dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas
kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap  pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya
sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 26

Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan
pemeriksaan  yang mengandung unsur pidana yang
diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

BAB VII ...
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilaksanakan
mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun

Anggaran 2006.

(2) Penyelesaian ganti kerugian negara/dacrah yang sedang
dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-
undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum

berlakunya Undang-undang ini.

(3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-

undang ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Undang-undang ini berlaku, [nstructie en Verdere
Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau [AR (Staatsblad
1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Undang-~undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
ttd

Lambock V. Nahattands



L.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA

UMUM

A. Dasar Pemikiran

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan
pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan
dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada
Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR
(Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Staatsblad 1933 Nomor 320).

Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan
operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga
berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW (Staatsblad 1925
Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53).

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang
ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:

1. Pengertian ...
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Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;

Lingkup pemeriksaan;

Standar pemeriksaan,;

Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
Akses pemeriksa terhadap informasi,

Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;

Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;

Pengenaan ganti kerugian negara;

© X N @k BN =

Sanksi pidana.

. Lingkup Pemeriksaan BPK

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan
negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3

(tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini
dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan

bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 23E ...
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Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja
pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk
mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga
perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan Kinerja
dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan
negara/daerah diselenggarakan secara ckonomis dan efisien serta

memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan
dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan
kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah
pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan

pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada
suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan
mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional.
Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya
dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang

pemeriksaan.

. Pelaksanaan Pemeriksaan

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan,
yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam
menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya
telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan

permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Untuk ...
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Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat
memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah,
memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi
dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan
waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan
yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan
keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran,

dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang
akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang
secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat
efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat
pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya

kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan
dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap
aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk
melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau

dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan
dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan
selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja
akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap
laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai
dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya
bersama pihak terkait.

Selain ...
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Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan
juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil
pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah
untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, schingga
laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat
koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah
diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang
dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud
disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada
DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang
ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama
1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD
sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/
bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara

menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-
undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah
disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk
mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web
BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti
rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan
menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada
DPR/DPD/DPRD.

E. Pengenaan ...
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E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang~undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur
lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu
pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi,
setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang
merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan
keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan

pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan
pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan
akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK
kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai

dengan kewenangannya.

Pasal 4 ...
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Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan
atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan

pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi
mengenai substansi standar kepada Pemerintah.
Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang
perlu ditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan
organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan

internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna,
rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.
Ayat (2) ...
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Cukup jelas

Pasal 8

Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang

dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan,

kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media

massa, pengaduan langsung dari masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan
apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau
tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan.

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK
dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern
pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh BPK.

Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern
pemerintah  merupakan  penugasan  pimpinan instansi = yang

bersangkutan.

Pasal 10 ...
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Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa
sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x
24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/
pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan
apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen
pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal.
Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau
dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha
pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat

pemeriksaan berlangsung.

Huruf d

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan
oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini
informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan

hukum.

Huruf e

Pasal 11

Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel
(contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk
memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan

pemeriksaan.

Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi

dengan Pemerintah.

Pasal 12 ...
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Pasal 12
Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem
kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah.
Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.
Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah
untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja

pemeriksaan intern.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu
pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera
dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya

kerugian.

Pasal 16
Ayat (1)
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

(iii) kepatuhan ...
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(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv)
efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini
yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa
pengecualian  (unqualitied opinion), (i) opini wajar dengan
pengecualian (qualified opinion), (iii)) opini tidak wajar (adversed
opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of
opinion).
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat
ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat
ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (o) ...
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Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat

diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau
sebagian dari rekomendasi.
Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan,

pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK
menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi

permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya...
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Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari
pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah
tindak lanjut telah dilakukan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa

pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan

kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada
penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti

kerugian negara/dacrah yang ditetapkan oleh BPK.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat
membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau

kealpaan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4400
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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
4 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan kepada partai politik Tingkat Provinsi Jambi dengan Peraturan Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang......



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomo4 4594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Menetapkan

Diundangkan di Jambi

dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI JAMBI.

Pasal |
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2)
diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat
Provinsi Jambi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H.A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
4 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI JAMBI

l. UMUM
Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik Tingkat Provinsi Jambi dengan
Peraturan Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi dimaksudkan untuk lebih menjamin
kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran
yang timbul, juga untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi guna
memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
guna memperkokoh integritas dalam pemerintahan daerah di Provinsi Jambi.

Il.  PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 8
Yang dimaksud dengan audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1l
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 7



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN

Menimbang

Mengingat

KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
GUBERNUR JAMBI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana ketentuan tentang
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

bahwa dengan diterbitkannya beberapa peraturan terbaru
yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

3. Undang....
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan.....
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal l

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 55, angka 57, angka 59, dan angka 61 Pasal 1 diubah serta
ditambahkan 6 (enam) angka, yakni angka 83, angka 84, angka 85, angka 86,
angka 87 dan angka 88, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

ook

(ColLN|

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
Peraturan Daerah Provinsi Jambi adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan persetujuan bersama Gubernur.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selajutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Gubernur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

14. Pejabat....
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh  Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggunjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

32. Belanja....
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Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun  anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan

rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan.

46. Program...
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Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD,
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja SKPD adalah rencana kerja SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan
kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah yang memuat dana
perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bagi hasil, belanja
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pembiayaan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

58. Dokumen...
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah yang memuat dana
perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pembiayaan.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
yang memuat dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah
yang sah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
serta pembiayaan.

Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang
selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat
sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan
anggaran tahun berikutnya.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan
untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional
sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional
kantor sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

68. Surat....
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Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat
lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah wuang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu
proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/
badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengendalian melalui audit dan evaluasi.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disingkat KAK adalah
merupakan satuan patron yang menjadi referensi dan pedoman
dalam penyelenggaraan kegiatan/program.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

81. Urusan...
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81.Urusan Wajib adalah wurusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan
pelayanan dasar.

82.Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.

83.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

84.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS
adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana
program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai
beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

85.Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan
untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas
tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas
penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar
sembilan tahun.

86.Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah
swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan
tahun.

87.Hibah BOS Provinsi adalah dana yang ditransfer dari rekening
kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing
satuan pendidikan dasar.

88.Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH
BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang
mewakili satuan pendidikan dasar sebegai penerima hibah BOS.

. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A,
yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

. Ketentuan dalam Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (7),
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kepala unit kerja pada SKPD.

(3) Pelimpahan...
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Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada
ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran
SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif
lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang

dipimpinnya; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran.

o

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.

Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen.

. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga
Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 32

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (6) huruf g digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta
memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan
dengan keputusan Gubernur.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak
mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak
wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Dihapus.

5. Diantara.....
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5. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 32A,
yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 32A

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(6) huruf h digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang Dbersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan
kepada partai politik.

Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah partai politik yang ada di tingkat Provinsi.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada  pemerintah  daerah/pemerintah  desa
penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/
ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam
APBD atau anggaran pendapatandan belanja desa penerima
bantuan.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 33

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(6) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang
dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,
sewa rumah /gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa
alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,
pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa
dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat
atau pihak ketiga.

7. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu
Pasal 34A dan Pasal 34B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal...
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Pasal 34A

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD
berkenaan.

Pasal 34B

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A dapat mengikat
dana anggaran :
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan
tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu
output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12
(duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning
service.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan
dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota
kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana
pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat :
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa
jabatan Gubernur berakhir.

. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu
Pasal 35A dan 35B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c digunakan antara lain
untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik
daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah
daerah.
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Pasal 35B

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen
kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(duabelas) bulan.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan
12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,
pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung
penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih
dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan
non permanen.

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam
rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian
surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada
suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah
untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri,
surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat
untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti
kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal
daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi
permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada
niat wuntuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti
pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo,
dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal
kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro
dan menengah.

Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Penyertaan.....
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(8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada
tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah
tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut
belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

(9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal,
dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan
modal yang berkenaan.

9. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 40

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang
disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/ kegiatan.

10.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan juni tahun
anggaran berjalan.

(2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disampaikan
Gubernur dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
tahun anggaran berikutnya.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

(4) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati
menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan juli tahun
anggaran berjalan.

11. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 48
(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA....
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RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.

RKA PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

Ketentuan Pasal 50 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 50
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan dan RKA-
PPKD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri
dari :

a. Ringkasan APBD;

b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. Daftar piutang daerah;

h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap
daerah;

j.- Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-
lain;

k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

1. Daftar dana cadangan daerah; dan

m. Daftar pinjaman daerah.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

lampiran yang terdiri dari :

a. ringkasan penjabaran APBD;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(4) Rancangan...
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Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD

memuat penjelasan sebagai berikut :

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang
bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya,
sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan;
dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber
penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan
pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk
kelompok pengeluaran pembiayaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat memberikan
informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta
masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang
direncanakan.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah selaku Koordinator pengelola keuangan daerah.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 54

Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama
dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang
APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal 64
(1) Kepala SKPKD menyusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari
dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga;

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

Ketentuan Pasal 106 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 106
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c dapat
berupa :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(1);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya
kebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan
dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
tahun anggaran berikutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD
tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk
pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

(5) Penggunaan...
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Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Ketentuan Pasal 107 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat
(9) disisipkan (tiga) ayat yakni ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c),
sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 107

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)

huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai

berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan
belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang APBD.

kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian taget kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam
DPPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(8a) Belanja....
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(8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan
langsung pada belanja tidak terduga.

(8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan
penyelamatan korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan
penampungan serta tempat hunian sementara.

(8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan

(9)

pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut :

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Gubernur,
kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme TU dan  diserahkan kepada bendahara
pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggungan
bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada
Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran
pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana;

e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang
dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum  tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh
PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

17. Ketentuan...
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Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 146

Gubernur menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) kepada DPRD dan Menteri
Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.

Diantara Pasal 147 dan Pasal 148 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yaitu Pasal 147A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 147A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147
ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam
Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Ketentuan Pasal 190 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 190

Gubernur dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam penyelenggaraan
pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Diantara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab
XVIA, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 192A

Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Provinsi
setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 192B

Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192A,
dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan
daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian
obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.

Pasal 192C

Belanja BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192A,
dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan
dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan
dasar kabupaten/kota berkenaan.

Pasal....
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Pasal 192D
PPKD melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 192E

(1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada
setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan DPA-PPKD.

(2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-
masing satuan pendidikan dasar.

(3) Penyaluran BOS dari Pemerintah Provinsi kepada masing-masing
satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan
NPH BOS.

(4) Penandatanganan NPH BOS sebagaimana dimaksud ayat (3)
dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum
penyaluran triwulan pertama.

Pasal 192F

NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192E ayat (3) paling
sedikit memuat ketentuan mengenai :

pemberi dan penerima hibah;

tujuan pemberian hibah;

jumlah hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan

penyaluran hibah.

oo Tp

Pasal 192G

(1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192F huruf a.

(2) Kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192F huruf a.

Pasal 192H

(1) Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani NPH BOS
atas nama Gubernur selaku pemberi hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 192G ayat (1).

(2) Kepala SKPD Pendidikan kabupaten/kota menandatangani NPH
BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192G ayat (2).

Pasal 1921

Dalam hal Kepala SKPD Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 192H berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat
yang ditunjuk selaku pejabat/pelaksana tugas Kepala SKPD
Pendidikan.
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Pasal 192J

NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192H disertai dengan
lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan
dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening
serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar.

Pasal 192K

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192D menyalurkan
BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.

(2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS
diterima di kas umum daerah Provinsi.

(3) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 192L

(1) Dalam hal satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil
pada kabupaten tertentu, penyaluran BOS kepada satuan
pendidikan dasar yang bersangkutan dapat dilakukan setiap 2
(dua) triwulan.

(2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
triwulan kesatu dan triwulan kedua dilakukan pada awal
triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat
dilakukan pada awal triwulan ketiga.

(3) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di kas umum
daerah Provinsi.

Pasal 192M

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 192N

(1) Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan
penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD
Pendidikan kabupaten/kota.

(2) Kepala SKPD Pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi
laporan penggunaan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD
Pendidikan Provinsi dengan tembusan PPKD Provinsi.

Pasal 1920

Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi :

a. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192E
ayat (1);

b. NPH BOS; dan

c. Bukti transfer uang atas pemberian BOS.

Pasal...
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Pasal 192P

(1) Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal
dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban Kepala satuan pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab
yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan
sesuai NPH BOS; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 192Q

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192P ayat
(2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku
obyek pemeriksaan.

Pasal 192R

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 192P ayat (2) huruf a disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Pendidikan
kabupaten/kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 192S

(1) Kepala SKPD Pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi
laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 192R untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala
SKPD Pendidikan Provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 192T

(1) Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri
menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri
yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada
Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Pendidikan
kabupaten/kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang
milik daerah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

(4) SKPD Pendidikan kabupaten/kota melakukan pencatatan barang
milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal....



-24-

Pasal 192U

(1) Gubernur menetapkan Tim Manajemen BOS Provinsi dengan
Keputusan Gubernur.

(2) Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas
melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan BOS.

(3) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan Tim Manajemen
BOS Pusat.

Pasal 192V

(1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen BOS
kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi
pelaksanaan BOS.

(3) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Tim
Manajemen BOS Provinsi.

Pasal 192W

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukkan dan uraian tugas
Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192U ayat
(2) dan Pasal 192V ayat (2) sebagaimana tercantum dalam petunjuk
teknis penggunaan BOS.

Pasal 192X

(1) Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima BOS setelah peraturan
daerah tentang APBD ditetapkan, Pemerintah Provinsi
menganggarkan BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

(2) Dalam hal penetapan peraturan daerah tentang APBD
mengalami keterlambatan, Pemerintah Provinsi menyalurkan
BOS dengan cara menetapkan peraturan Gubernur sebagai
dasar pengeluaran BOS, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah dan/atau peraturan Gubernur tentang APBD.

Pasal 192Y

(1) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
192L ayat (1) tercantum dalam peraturan mengenai petunjuk
teknis penggunaan BOS dan peraturan mengenai pedoman
umum dan alokasi BOS.

(2) Penggunaan BOS oleh masing-masing satuan pendidikan dasar

mengacu pada peraturan mengenai petunjuk teknis penggunaan
BOS

Pasal....
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 Nopember 2013

GUBERNUR JAMB]I,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 15



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur Jambi wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);
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Menetapkan

19,

20.

21.

22

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan. Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5903
Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2013 Nomor 15);

b

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAMBI
dan >

GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
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Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom

Gubernur adalah Gubernur Jambi

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah )

6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. )

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan
bermotor

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan
atau pemasukan kedalam badan usaha.

10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. _

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

w

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 4.215.309.003.799,00
b. Belanja Daerah Rp. 4.795.846.912.107,00
Defisit/Surplus Rp. ( 580.537.908.308,00)

c. Pembiayaan Daerah 3

1. Penerimaan Rp. 582.744.439.490,00

2. Pengeluaran Rp. 2.206.531.182,00
Pembiayaan Netto Rp. 580.537.908.308,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 4.215.309.003.799,00, yang
bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 4

(1) Pgndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.780.655.105.532,00, yang terdiri atas:
a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.507.600.967.749,00.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 24.723.961.400,00.

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan  sebesar
Rp.29.557.790.122,00.

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 218.772.386.261,00.

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.400.282.706.888,00, yang bersumber dari
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.34.371.191.380,00, yang
terdiri atas:

a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan
c. sumbangan pihak ketiga;

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.34.371.191.380,00.

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. -.

(4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. -

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.4.795.846.912.107,00, yang terdiri atas:

belanja operasi;

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

aooe

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.194.389.455.857,00, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.783.283.772.998,00.

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.163.913.054.808,00.

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00.

2
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(5) B'elanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
. dlrenc_anakan sebesar Rp. 189.140.347.976,00.
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp. 57.502.280.075,00.

Pasal 9

(1) Apggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 675.746.046,780,00, yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
¢. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.26.565.012.900,00.

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.103.161.966.165,00.

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.139.342.899.759,00.

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.405.053.841.089,00.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.1.622.326.867,00.

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.130.436.119.124,00.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
d direncanakan sebesar Rp.795.275.290.346,00, yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan. :

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 738.072.805.088,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 57.202.485.258,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp. 582.744.439.490,00, yang bersumber
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.206.531.182,00, berupa pembayaran
cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
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(1) Selisih  antara Anggaran

Belanja  Daerah  mengaki )

gakibatkan t i
Rp.580.537.908.308,00. ctjadinya - (delleit) | ARECSRRE
Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan

terhadap Pengeluaran Pembi ;
Rp.580.537.908.308,00 RS e e e

(2)

Pasal 15

Pendapatan Daerah dengan Anggaran

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2022,
dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat
Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini terdiri
dari:

1.

2.

3.

Lampiranl Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran [[I Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V.  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan - Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

_
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Lampiran VII iinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
PBD;
Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya,;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan TahunJamak (multy years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

9. Lampiran IX

13.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jambi.

2022

EMBARD ERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR |
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (1-1/2022)
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